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PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis

diacu dalam naskah int dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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ABSTRAK

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK BERIMEANT PAN TERBATAS
PADA HARTA HASIL PEREBARAN NARKOTIHA
{Studi PutusanNomor 427/21d B/2C14/Pu.Mda)

Nama : Nimrod M. Gandatua Lingsa, SH
NPM : 151863039
Program : Magister Hukum

Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari, SH., ¥M.Hum
Pembimbing II : Dr. Dedi Hariante, S5H., M.Hum

Pembuktian terbalik berimbang dan terbatas beE m dizez:apkan secara efektif
di dalam membukiikan harta vang diduga berasal dari ¢ :;an" pencucian uang,
berdasarkan latar belakang penelitian ini menghaaﬂ;\a ‘,
dibahas, yakni: 1) bagaimana pengaturan pembuktian terbali rurbanv dan xcrbatas
dalam peraturan perundang-undangan di Indenesia; 2,‘; g_,agatmana penerapan
pembuktian terbalik berimbang dan terbatas pada harta hasii peredaran narkotika
dalam Putusan Nomor 427/Pid B/2014/PN.Mdn; 3) Anz hambatan-hambatan dan
upaya dalam penerapan pembuktian terbalik berimbang dar terbatas.

Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam pensiitian 11 vakni
me r:gu“akan metode vuridis normatif yang bersifat dr:. ] analitis dengan
menelaah semua peraturan perundan f-undangan vang pevi
terbaitk berimbang dan terbatas. Teknik pengur
library research dan field research.

Berdasarkan  permasalahan tersebut dapat disimpulkan:  Pengaturan
pembuktian terbalik telah diatur dalam peraturan perunda ng-und agan Indonesia;

. A

Proses pembuktian dalam Putusan Nomor 427/Pid. B/2014/Pn Mdn tidak menganut

sistem pembukiian terbalik berimbang dan terbatas; Hambaran penerapan pembuktian
terbalik berimbang dan terbatas dari segi substansi, di indonzsia masih berlaku asas
hukum “lex superior derogat legl inferiorl”, dart segi strukiur huxum pemahaman
para penegak hukum terhadap pembuktian terba]ik berimbang dan terbatas masih
kurang dan dari segi budaya hukum Hakim lebih ceaderung menggunakan
pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Berdasarkan kesimpulan ters e“'ut maka
dapat disarankan: 1) perlunya pelatihan khusus uniuk Hzakim maupun Jaksa terkait

penerapan pembuktian terbalik dan berimbang:; 2} diperlukan peraturan erundang

undangzn vang mengatur secara khusus mengenai hukum scara pembuktian terbalik;
3) membertkan penyuluhan hukum pada masyarakat.

Kata kunci: Pembuktian terbalik, berimbang dan terbaias, Narkotika.
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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF BALANCED AND LIMITED REVERSAL GF
THE BURDEN OF PROOF IN PROPERTY ORTAINED FROM
NARCOTICS TRAFFICKING
{4 Case Study on the Ruling No. 427/Pid. B/2014/Pn. Mdn)

Name : Nimrod M. Gandaiua Lingga, SH
Std ID Number : 151803639

‘Program : Master of Law

Adyvisor ¢ Dr. Iman Jauhari, 5., BL.Hun:
Advisor If : Dr. Dedi Hartanto, S:1., ¥.Hum

Balanced and limited reversal of the burden ©f proof has not been
implemented effectively in proving the property emanared froin money laundering
criminal act. The research problems are as follows: 1) how abowt the regulation
on balanced and limited reversal of the burden of proof in the legal provisions in
Indonesia, 2) how about the implementation of halanced anid limited reversal of
the burden of proof concerning the property emanated from drug trafficking in the
Ruling No. 427Pid.B-2014:PN.Mdn, and 3) how about the vhstacles and efiorts
in Implementing baianced and limited reversal of the burden of proof.

The research used juridical normative aind descriptive ancivtic method by
a;zaiv:z‘ng all legal pzovzslons related to the balanced and limited reversal of the

burden of procf. The duta were gathered by conduciing itbrary research and fietd
!’GS@CH‘C/? method.

Based on the research problems, it can be concludicd that 1)
on reversal of the hurden of proof has heen stipulaied in the Indenesian /eoal
provisions, 2)the process of evidence in the Ruling No. 427 171l 3°2014/Pn. kdn
does not follow the balanced and limited reversal of the burder of proof, and 3)
from its substance, the obsiacles in the implemeniation of bolunced and /s’mitef"
reversal of the burden of proof in Indonesia stifl uses the {egal principle of *
superior derogate legi inferiori”, and from its legal structure, law enforcement
officials awareness of balanced and limited reverset of the burden of r)roof is still
low, and from s juridical culture, judges tend to use evidence stipulated in

KUHAP (Code of Law of Crimineal Procedure). It is reconimended that 1) Special
trairing for Judges and Atiornevs, concerning the mzp/af::zenzal ion of balanced
and limited reversal of the burden of proof, should be provided, 2) legal
provisions which specitically regulates the procedure of reversal of the burden of
proof should be need, and 3) iegal counseling for people should alvo be provided

v\l

Keywords: Reversal of the Burden of Proof, Balanced aind Limited, Narcotics
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PENDAHULUAN
4. Latar Belakang

Pencucian uang (money [aundering) adalah suatu i

terdiri dart kejahatan asal (predicate crime) dan

charusnya dapat dilakukan dengan lebih efisien &
tindak pidana dapat diketahw melalut penslusuran aset atau harta kekavaan untuk
selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan
kepada vang berhak. Dalam konsep anti pencucian uang, apabila harta kekayaan
vang dikuasai oleh pelaku atau organisasi keiahatan dapat disita atau dirampas,

engan sendirinya akan dapat menurunkan tingkat krim

Masaliah tindak pidana pencucian uang atav vang dikenai dengan istilah

money laundering telah lama dikenal sejak tahun 193¢ Munculnya sulah

-+
a
=t
w
()
iy
=
—

erat kaitannya dengan perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini

3

dibeli oleh para mafia AS atau dana vang diperoleh dart berbagai usaha gelap

(1ilegal) vang untuk selanjutnya dipergunakan sebagai pencucian uang dari hasil-

5

hasil transaksi illegal berupa pelacuran, minuman keras atau perjudian.

c.v/

Modus serupa dikhawatirkan juga akan dipergunakan di Indonesia
sehingga Pemerintah Republik Indonesia memandang periu untuk bersama-sama

dengan anggota masyarakat dunia lainnya secara aktif wengambil bagian dalam

upava memberantas peredaran Narkotika dan Psikotrop

‘\'"l\ g rr 2l 1
l.angkah nyata dari

Izhja, Juni Sjafrien, Melawean Money  Lonsndering &
Member amias Tindak Pidana Pencucian Uang. Visi Media, Jakarta, 2

N HT. Siahaan, Money Laundering-Pencucian Uang dar ke 'wfaf; Perbardan, Pusiaka
sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 6
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komitmen pemeriniah tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya Onited
Nation Convention Against [llicit Traffic In Narcotic Drugs and Psvchoifwropic
Substances, 1988 (Konvensi PBE {entang Pemberantasan Peredaran
GelapNarkotika dan Psikotropika, 1988) vang telah diratitikasi dalam UU RI No,
7 Tahun 1997 pada tanggai 24 Maret 1997 Konvenst tersebut menegaskan
pentingnya merampas aset hasi] tindak pidana narkotika, dalam angka

memberantas kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkeuika

Kejahatan peredaran narkotika adalah su

ber uvane haram vang paling

dominan dan merupakan kejahatan asal (predicate crime) vang utama.

Selanjutnya, dinvatakan pula bahwa rezim antt pencucian vang vang etektit sangat
berpengaruh terbadap upava memerangi kejahatan peredaren narkoba dengan cara
menghambat masu nya uang kotor atav hasii bisnis haram 1t ke dalam sistem

keuangan. Disamping itu, rezim anti pencucian uang iuge berfunygsi mencegab

o

sistem keuangan dijadikan sasaran dan sarana kejahatan

Melihat besarnva dampak yang ditimbulkannvae terhadap stabiitas
o L Pl 2 g
perekonomian negara, maka sejumlah negara telah menetapkan aturan vang cukup
ketat guna mengungkap money laundering sebagaimana diutarakan oleh Barda
o
Nawawi Arief” bahwa kebijakan atau upaya penangguiangan kejahatan (criminal!
policy) pada hakekatnya merupakan bagian integral dart upava perhindungan

masyarakat (social defence) dan upava mencapai kesetahteraan masvarakat {socia/

welfare).

3 5 o 57 ;
Barda Nawawi Arif, Aasalah Penegakan Hukum devr Kebijakan Penanggulangar:
Kejahatan, Cetakan ke 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, kim 72
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